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KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH/KAWIN DI INDONESIA

(TINJAUAN SOSTOLOGIS)

Pendahuluan
Seﬁagaim'ana ditentukan dalam Garis-garis Besar Haluan
- Negara (GBHN) tahun 1993 bahwa dalam PIP 1 pembinaan anak |
dan remé}a _sebagai tun?‘,s' bangsa yang merupakan generasi
penerus ﬁ{alam pembangunan bangsa dan negara diarahkan bah<a;

- Pembinaan anak dan remaja. dilaksanakan melalui pembinaan
untuk.menanamkan keimanan dan _.ketaqw.aan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, pembinalan perilaku _kéhidu'pan beragama dan
budi pekerti luhur, pen.umbuhan minat belajar, peningkatan
dayéll cipta, dan daya nalar serta kreativitas, penumbuhan
kese.hatan akan hir;lup'sehat', serta penumbuhan idealisme dan
patriotisme dalam pembangunan hukum nasional sebagai
pengamalan Pancasila.

- _P'embinaan anak dan remaja dilaksanakan bersama dengan
peningkatan kesadaran orang tua.terhadap tanggung jawab dan
perannya sebagai pendidik pertama dan utama, serta
peningkatan perhatian terhadap anak sesuai dengan usia dan

tahap perkembangannya.



Apabila demikian maka pembinéan dan pengembangan anak
mempunyat arti yang sangat ﬁenting mengingat anak merupakan
potensial sumber daya insani bagi pembangunan nasional, Ol.eh
'karena itu pembinaan dan pengembangannya harus dimulai sedini
.munlgkin agar dapat berpaftisipasi secara optimal bagi
pembangunan bangsa dan negara.

Untﬁk mencapé.i maksud tersebut usaha pembinaan,
pemelihe{aan, - perlindungan dan - kesejahteraan anak Tharus
ditingkatkan. Pemeliharaan dan perlindungan anak di dalam suatu
masj;arakat .berbangsa dan bernegara merupakan tolok ukur
kesejahteraan dan.kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara
ber.sangkuta_n; |

Namun demikian tidak semua anak dapat menikmati suasana
kekeluargaan yang harmonis, karena berbagai hal seperti anak
bermasalah, ahak di luar n.ikah‘ |
Masalah anﬁk di luar nikah di Indonesia masih rherupékan
problem yang hingga kini belum terseiesaikan.

Anak di luar nikah di Indonesia, diatur dalatm UU No. 1974
Tentang Perkawinan yang dalam pasal 43 menyatakan 'sebagai
berikut :

(1) Anak yang dilahirkan .di luar perkawinan hanya mempunyal

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 1bunya.
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(2) Xedudukan anak tersebut ayaf (1) di atas selanjutnya akan

diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Permasalahan

Pe_raturan. Pemerintah yang dimaksud cleh Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perka.winan yang saat ini belum juga
dikelnarkan.

Deﬁ‘éan demikian sudah dalam kurun waktu + 25 tahun
masalah anak di luar nikah/kawin dalam status quo terutama
mengenai perlindungan hukumnya, status  dan kedudukannya
dalam masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas yang perlu diperhatikan atau
menjadi permasalahan adalah :

[. Mengapa terjadi a'na_k luar nikah
2. Nikah menurut hukum Isiam dan hukum Perdata
3. Bagaimana anak 1ua'r nikah dari pandangan -masyarakat

(medita)

Pembahasan

Sudah lama masalah anak di luar perkawinan menjadi

_perbincangan di kalangan masyarakat luas dan khususnya di



kalangan ahli hukum. Harapan untuk memperoleh pengaturan yang
jelas dengan peraturan pemérintah sebagaimaﬁa dijanjikan oleh
pasal 43 ayat 2 tfdak kunjung tiba, meskipun + 25 tahun lamanya.

Menurut data dari Kepala Kantor Cétatan S_ipil di Jakarta
saja setiap tahunnya = 1000 ahak luar nikah dimintakan akta
ke]ahirannya,. bisa dibayangkan berapa ribu keseluruhan anak luar
nikah di Indonesia. Mcngapa banyak tahir “anak luar nikah”.

of

ANAK LUAR NIKAH
Sebab-sebab terjadinya anak luar nikah
Anak di luar perkawinan ad.a.lah anak vang dilahirkan dari
hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa
ikatan perkawinan yang sah, jika oleh Undang-undang No. 1/1974
kedﬁdukan Anak Luar Nikah cliisamakan, hanya punya hubungan |
Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibunya saja, padahal dalam
keﬁyataan dalam masyarakat Bapak yang membuahkan dalam
kelahiran anak tersebut juga masih punva peran y&ng besar
terhadap kedudukan anak, oleh karena itu perlu diketéhui sebab-
sebab terjadinya Anak L-ﬁar Nikah :
1. Anak yang dilahirkan diketahui dan dikchendaki oleh Ibu dan

Bapaknya, tetapi orang tua tersebut tidak dalam ikatan



perkawinan yang sah, padahal mereka tidak terikat dalam
perkawinan yang lain (misalnya karena memang keinginan
hidup bersama.tanpa tkatan perkawinan yang sah atau apa yang
dikenal sebagau Kumpul kebo), karena fisik anak tersebut
dalam asuhan kedua orang tuanya.

. Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh salah
satujtau‘ kedua Ibu dan Bapaknya, tetap: salah satu atau
keduénya masih dalam ikatan .perkawinan lain (antara laih'_
hubungan seorang laki-laki dengan perempuan lain).anak. di
luar perkawinan ini, secara fisik bisa berada dalam asuhan
kedua orang t'uanya atau salah satunya saja.

. Anak vyang dilahirkan dari seorang Ibu ;vang tidak diketahui
Bapaknya (antara iain  dapat disebabkan akibat
zinah/pelacuran/perkosaan), anak di juar pcr.kawinan ini,
umumnya tidak dikehendafci dan secara fisik anak ini bisa
menjadi beban ibu, kasus seperti ini séring_ kemudian
| diserahkan ke Panti atau dalam asuban Ibu/Keluarga yang
bersangkutan.

. Anak yang lahir dari seorang lbu yang masih dalam masa idah
setelah pérceraiannya, seb.agai hasi]l hubungan dengan laki-laki
yang bukan suaminya,‘ anak di luar perkéwinan ini, masih

banyak menimbulkan kemungkinan dapat diterima secara w.ajar
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apabila Ibu Iyang mlelahirl;-an térsebut kemudian .Nikah dengan
laki-laki yang membuahinya. |

. Anak yang lahir dari scorang Ibu yang masih dalam proses
pgrceraian (masth dalam ikatan perkawinan) sebagai hasil
hubungaﬁ dengan laki-laki yang bukan suaminya, dapat
mengakibatkan terjadinya anak di luar Perkawinan.

. Anak yang_-lahir dari seorang -lbu. yang ditinggal suaminya
lebih dari 300 hari dan tidak diaku:a ocleh suami sebagal
anaknya, dapat mengakibatkan terjadinya anak di luar.
perkawinan. |

. Anak’ yang dil\ahifkan dari_orang'tua yang akibat ketentuan
Agama tidak dapat nikah (seperti untuk Umat Katholik, yang
ketentuan Ag’émanya tidak mengenal ceréi hidup), dapat
mengakibatkan anak di tuar perkawinan.

. Anak yang dilahirkan dari bréngtda yang akibat hukum
Perdata/Negara tidak dapat kawin (seperti orang WNA kawin
dengan WNI tidak mendapat izin dari Kedutaan karena masih
terkat perkawinan di negaranya, contoh kasus : negara Filipina
tidak mengeral adanya 'Lembaéa Perceraian), dapat

mengakibatkan anak di luar perkawinan.



9. Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya, sebagai
Anak Temuan,.menjadi permasalahan p.ula dalam memberikan
penetapan status¥dan kedudukan hukumnya.

10.Perkawinan secara adat
Anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua secara adat
karena di samping perkawinan orang tuanya tersebut tidak
tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kal;tor
Catatan Sipil, jﬁga perkawinan terscbut tidak dilaksanakan
menurut hukum dan tata cara salah satu Agama yang diakui
oleh Pemerintah Indonesia, dapat .mengakibatkan-terjadinya_
anak di luar perkawinan. Misalhya pada sebagian masyarakat

Keturunan Cina yang sering dijumpai perkawinan adat,
sedangkan pada Sukﬁ Tengger, Badui, Dayak dan suku-suku
pedalaman Jainnya masth harus dipertimbangkan bahwa anak- -

- anak mereka - ad.alah anak sah dalarﬁ tkatan perkawinan,
meng.ingat b.ah_wa adat adalah religius Agama mercka bf_arbeda
dengan. suku lainnya yang telah menganut salah satu dari 5
Agama, berbeda aturan hukum adat dengan hukum Agama.

_Sebefulnya keadaan yang.demikian ini tidak ‘pernah
dikehendaki, namun k.a'rena banyak juga terjadi Imaka baik di
hukum ad'.lelt, Hukum Isiam, Hukum Nasional maupun perdata

mengatur hal ini.



‘Sebagaimana diketahii bahwa anak luar Nikah telah
diatur dalam pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan, namun hingga 'kini belum dibentuk
peraturan pelaksahaannya;' s_éhingga status anak luar nikah
hanyalah mempﬁny,ai bhubungan " perdata dengan ibunya. dan
keluargﬁ ibunya. Dengan demikian karena haaya 'mern_punyai
hubur;gan hukum dengan Ibunya dan keluarga ibunya, maka hal
ini berarti bahwa bagi anak luar rikah tidak mungkin
menikmati kehidl;_zpan. dalam “keluarga™ sebagaimana yang
_dimaksﬁd dengan pengertian keluarga yang sesungguhnya,
yaitu kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari Ayah dan
atau Ibu dan Anak (Nuclir Family).

Karenz belum ada peratufan pelaksanaannya, maka
-Hukum Keluarga sejauh belum diatur dalam Undang-undang,
bertumpu pada Hukum Islam, Hukum adat dan Hukum Perdata

Indonesia (BW) dan demikian halnya dengna anak luar nikah.

Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, énak tuar nikah kedudukannya
'mengiku.ti nazab itu yvang melahirkannya, ia tidak mengikuti
nazab laki-laki  pemilik  sperma | yang menyebabkan :

kelahirannya.



M.aka hial ini berakibat  pula pada hilangnya
kewajiban/tanggung jawab ayah kepa.da anak dan hilangnyar
kewajiban anak kepada ayahnya. Antara keduanya adalah
sebagai orang lain.

Jika anak tersebut perempuan, maka taki-laki tersebut
tidak bis.a menjadi wali bagi anak perempuan ini bila ia kelak
menikah.

S{elax{jutnya.menurut Hukum Istam, tidak dikenal adﬁnya
pengesahan dan pengakuan terhadap anak luar nikah (Zina). Ini
berarti hilangnya kewari_san.antara. anak dengan Bapaknya.
Hukum Islam tidak menetapkan hubungan kewarisan anﬁk zina
dengan ayah (laki-laki yang membuahinya), karena anak zina
tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengannya. Sedangkap
hubpngan kekeraﬁatan itu, timbul atas dasar akad nikah yang

sah, sebagaimana yang ditentukan oleh syarikat [slam.

Anak-‘Luar Nikah Menuru{-Hukum Ada-t

Anak luar ni:kah menurut hukum adat, sering juga disebut
sebagai anak jadah (haram). Hal yang sangat memprihatinkan,
predikat i.ni sering tidak langsung juga melekakt pada akta

kelahirannya.



Datam praktek anak luar nikah dicatatkan di Kantor Catatan
Sipil,

Bunyi akta : telah dilahirkan seoréng dari wanita bernama X
pemberian “Stigma™ seperti ini sebagai tanda yang tidak dapat
dihapus yang diberikan oleh masyarakat disebabkan oleh

kesalahan orang tuanya.

Analfiuar Mikah Menurut Hukum Perdata (BW)

Menurut - Hukum Perdata (BW) agak manusiawi

 karena terhadap anak Luar Nikah masih dapat diakui sebagai

anaknya yang sah oleh Bapdiknya, sepanjang anak tersebut

. bukan hasil dari perbuatan zina.

| Untuk memperol.eh status hubungan hukum antara
Ayah, Tbu dan Anak yang lahir di luar perkawinan, maka anak

tersebut harus diakui oleh Ayah Ibunya.

Cara adalah sebagai berikut :

Pengukuran oleh Ibu dapat dilakukan meskipun anak itu di

bawah umur,
Sedangkan pengakuan oleh Ayahnya baru dapat dilakukan

setelah anak tersebut berumur 19 tahun, akan tetapi harus

- dengan seizin si Tbu.-
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Pengakuan harus dilakukan dengan otentik dan harus
dilakukan dengan tegas dan tidak boleh disimpulkan/diucapkan
saja.

Ak’ibatﬁya hukum dari pengakuan antara fain terjé_di atau
ibu yang mengakuinya sekingga fnenimbulkan kewajiban timbal
balik d‘aiam.hal pemberian n#ﬂcah, perwalian, hak memakai
nama, mewaris dan sebagainya. Terhadap perlakuan ini setiép-
orang “yang berkepentinga dapat mengugat (menentang) adanya
pengakuan anak tersebut, hanya orang yang mengakui sendiri

tidak dapat menggugat atas pengakuan yang sudah diberikannya.

Ketidak Adilan Bagi Anak Luar Nikah
K.onsep Ketidak adilan

Ketidak adilan merupkaan suatu fenomena manusiawi
yang universal di dalam kehidupan bersama.
Di dalam kehidﬁpan bersama m-anusia dimanapuﬁ, kapanpu_n p.ada
bangsa apapun, di dalam l;ebudayaan manapun, dengan siétem-
sistem poi}tik apapun dan dengan Stl‘uktl.lr masyarakat manapun
selalu terdapg::l ketidakadilan.
Masalah ketidakadilan muncul bila orang menyadari bahv;fa ‘d':
dalam suatu kehidupan bersama setiap orang memiliki hak-hak

tertentu yang sama dan setiap orang di dalam kehidupan bersama
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(itu wajib menghormati "hak-hak itu sebagai hak—ha‘k yang ada.
pada setiap orang. |
Adalah'suatu fenomena manusiawi yang uhiversal bahwa di
dalam diri manusia. terdapat kecenderungan kuat atau dorongan
untuk tidak memeﬁuhi kewajiban itu. Karena itﬁ di dalam
kehidupan manusia ‘selalu ada kemungkinzn-kemungkinan
| terjadinya ketidak adilan dalam segala bentuk.

Keﬂ{lak adilan terjadi kar'e_na ada kekuatan . yang
menopangnya. Pendpangnfa mungkin kekuatan finansial,
kekuatan politis, militer,. kekuatan sosial atau kemuhgkinén
kekuatan agama. Memungkinkan terjadi ketidak adi_lan terhadap
anak luar nikah ? Hal ini bisa kita tinjan dari segi kek-uatzi.x;
sosial. | o
Anak luar nikah, he‘nurut kenyataan dalaﬁ} kehliél;ﬁpar;
masyarakat' sekarang ini, terdapat lperhedaaﬁ kédudui;an.
sosialnya. |
Hal yang sangat menusuk perasaan  agi seo.rang anak yang
mendapat predikat “anak luar ntkah, seperti telah disebutkan di
atas mereka dalam akta kelahirannya tertulis : “telah dilahirkan
sedrarig anak dari ﬁvanita .bernama X” tanpa disebutkan siapa
laki-laki sebag:ai ayahnya, ini berarti -anak tersebut “anék luar

nikah”,

12



Bagi masyarakat Indonesia akta kelahiran sangat pen'ting bagi
seorang anak, karena untuks berbagal urusan administrasi,
misalnya mendaﬁarkan ke sekeolah TK, SD dan seterusnya, jug-é.
tunjangan anak dan sebagainya. Ini berarti akan memberikan
“Stigma” kepada anak tersebut se}ama hidupnya, se(la.ngkaﬁ yang
bersangkutan tidak pefnah merasa fnelakukan suatu kesalahan,
_' tetapi facta mqne'ntukan, seakan-akan hukuman itu yang harus
diteriman;g‘.

'I‘ada.hal kalau kita melihat “Stigma” yanlg harus
ditgrima/disandangnya, ini tidak dapat ditujukan kepadanya.
Menurut Soeryoho Soekante : Stigmatisasi terjadi dengan
sengaja di.tonjolkan keburukannya. .

Artinya : Kedudukan dan peranan seseorang yang melakukan
penyimpangan tersebut dipertukan sedemikian 'rupa,
sehingga dia kehilanga.n identitas Sas.ialnya. |

Berdasarkan pendapat Soeryono Soekanto- tersebut, maka

“Stigma” tersebut mestinya ditujukan pada orang tuanya 7 I(arena

yang melakukan penyimpangan (melakukan hubungan suami istri

di luar perkawinan. yang sah, sehingga melahirkan anak Juar

nikah), Rasanya memang kurang adil untuk mereka, telah

kehilangan identitas sosialnya.
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Masih mengenai teori stigmatisasi lebih jauh Edwin M.
Lemert mengatakan bahwa stigmatisast lazimnya ditujukan
kepada | keseimbangan kosmis, walaupun kadang-kadang
perbuatannya belum tentﬁ merupak_an suatu pelanggaran yang
nyata. (EdwinlM‘ Lemert 1967 = 11)."” Kemungkinan semacam
-ini dapat térjadi, apabila misalnya, ada halanan untuk melakukan
perkaw?an,‘sehingga ditempuh jalan déngan kawin lari sudah
t_entix bahwa proses stigmasi akan- terjadi' apabila perbuatan
tersebut dianggap merusak keseimbangan kosmis, dimana dunia
manusia adalah bertalian dengan segala hidup di dalam alam, .
alam pikiran kosmis ini merﬁpakan fatar belakang hukgm_ adat
pelanggaran, Berhubung kedua orang tuanya dianggap melakukan
adat pelanggaran, ma.k.a s;a,ng.anak' yang dilahirkannya juga harus
menerima “Stigma” anak luar nikah. |
Bagi anak luaf nikah, di dalam kehidupan bermasyarakat dill
samping ‘_‘Stig'ma’l’ tersebut melekat pada dirinya, ia terkadang
juga sékaligus meny.a'ndang kedudukan tidak 'tlerhormat di
lingkungannya.

Donald Black, pernah mengemuk.akan suatu hipotesa yang

berkaitan dengan kedudukan yang terhormat dalam masyarakat.

Y Pendapat Edwin M. Lemert yang dlklllip oleh Socryono Sockanto dalam
Bukunya Hukum Adat Indonesia. :
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Menurut Black, semakin terhormat kedudukan seseorang semakin
besar kuwantita hukumnya, hipotesa ini berkaitan dengan hukum
sebagai srana pengendalian soéial, (Donald Block 1976 = 112).% |
Pendapat Donald Black ini dapat diimplemasikan da,l.am masalah
anak luar nikah tersebut, terlihat ada benarnya, vaitu tidak
adanya kejelasan pengaturan anak luar nikah di- Ind.onesia,
terbukti Sugizih dalam kurun ﬁa‘ktu + 23 .tahun belum juga
terealiSir seakan-akan tidak ada perhatian pada anak luar nikah

di Indonesia.

Padahal telah ada Konvensi tentang hak-hak anak
(Conveniion on the Righ of the child) yanyg telah ditetapkan oleh
Majelis Umum PBB tanggal 26 Januart 1990 dan telah diterima
oleh Pemerintah Rl dan disa.hkan dengan Kepres RI No. 36
Tahun 1990, hal ini membawa konsekwensi bahwa Pemerintah
Indonesia berkewajiban untuk melaksan@ka.nnya_

Hukum sebagdi pengendali sosial, hendaknya mampu
melindungi warganya dari ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh
karena . itu, untuk mencegah sejauh mungkin terjadianya
ketidakadi.lan, dibutuhkan bukan saja kekuatan moral, melainkan

juga ‘kekuatan struktural yang langsyng berhadapan dengan

» pendapat Donald Black, vang dikutip olch Soeryono Sackanto.
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mereka yang‘mempunyai kekuatan posisional di dalam kehidupan
bersama.
Alat struktura! itu adalah Undang-Undang tentang hak azasi
manusia, yang berfungsi
a. Menémpatkan semua warga kehidupan b.ersama di dalam
_posisi yﬁng secara asasi sama.

~b. Menetapkan semua warga kehidupan bersama di depan
hukw‘ﬁ.

¢. Memberi regangan ke.pada warga kehidupan bersama unuwuk
mempertahankan diri terhadap setiap ketidakadilan vang

mungkin terjadi di setiap saat.

Hak Azasi_Manusia Bagi Anak Luar Nik‘;!h Suatn Realita

ﬁak Azasi Manusia | merupakan suatu kategori yang
istimewa yang meliputi sejumlah hak, sedangkan hak itu sendiri
secara umum diluluskan seba.gai suatu kewenangan yang
dibenarkan atas hal-hal tertentu yang oleh pemilik hak dapat
dibertakukan terhadap orang-orang/pihak-pihak lain.
| Perny.ataan umum  Hak-hak  Azasi Maﬁu.sia- yang
diproklamasikan oleh Sidang Umum PBB 10 Desember . 1948
pasal 1 berbunyi : Semua orang dilahirkan merdeka dan
mempﬁnyai hak dan martabat yang sama, mereka dianugerahi

akal dan budi nurani dan hendaknya satu sama lain bergaul
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dalam semangat persaudéraan. Selanjﬁtnya pasal 2 : Semua orang
mempulnyai hak atas semua hak dan kebeba‘san yang termaktub
dalam pernyataan ini, tanpa kekecualian macam apapun, seperti
asal-usul keturunan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
pendirian politik atau pendirian lainnya, kebangsaan atauasal-
usul sosial, hak milik, sfatus kelahiran aiaupun status lainya.
Selanjutnya tidak akan ada pembedaan sama atas dasar status
pohtlk ukum, ataupun st;tus internasional negeri atau w11ayah
asal seseorang, apakah negeri ini merdeka, merupakan
perwakilan, atau dikursi pembatasan-pembatasan kedaulataﬁ,

Dari ke 2 pasal tersebut di atas, jelas bahwa pada dasarnya
seorang manusia dilahirkan mpmpunyai hak yang sama tanpa
melihat apakah anak tersbut lahir dari perkawinan yang sah atau
tidak, Hal ini mengandung makna bahwa pada dasarnya hak anak
di dalam bidang sosial baik ity anak sah, anak angkat anak tiri,
anak piaré/anak asuh maupun anak nikah adalah sama.

Karenanya semuaﬂya mempunyai kedudukan sebagai “anak”
dan anak juga mem'punyai hak-hak tertentu sebagaimana yang
diatur di dalam peraturan perundang-undan.gan yang berlaku.

Bagi anak di luar nikah harapan untuk memperoleh

pengaturan yang jelas dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana
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dij.anjikan oleh pasal 43_ayat 2, vang sampai sekarang belum
juga keluar. Ini bérarti perundang-undangan yaﬁg berlaku.

Bagi anak di luar nikah harapan untuk memper~leh
pengaturan yang jelas dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana
dijanjikan éleh Pasal 43 ayat 2, yang sampai sekarang belum .
juga keluar. Ini berarti .menanti membiarkan mereka dalam
ketiﬂakpastian dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidu-pan bermasyarakat norma-norma  sosial
‘masyarakat belum sepenuhﬁya dapat menperima anak di luar
nikah, seringkali dalam satu masyarakat anak di luar ‘nikah
diisolir/dicemooh dan direndahkan, sehingga membawa akibat
“wnatu dan rendah diri dari anak luar nikah,

Ini berarti tidak .adanya kebebasan bergerak pada dirinya,
kalan demikian maka apa yang termuat pada pasal 1 & 2
Dekiarasi Hak Azasi Manusia tersébut tidak berlaku aginya. Ini

sungguh memprihatinkan.

.KESIMPULAN

1. Anak luar nikah sampai saat ini dapat séja terjadi, meskipun keadaan
}Ifang demikian. it tidak pernah dikehendaki bagi si .anak‘ tersebut,
tetapi pada kehya_taannya anaklah yang menanggung akibatnya dalam

kehidupan di masyarakat, baik dari sosial maupuh hukum,
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2. Bilamana terjadi adanya anak di luar nikah, maka akan menimbulkan
kesulitan dalam hal pengesahan ahak. termasuk pengurusan. dalam
~akta kelahiran. |

3. Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Uu No.. l'_tahun 1974,
khususnya pasal .43 (3) belum juga dikeh;arkan. Dengan demikian
masalah anak luar nikah tetap belum jelas, terutama mengenai

" perlindungan hukumnya, status dan kedud.l.lkannya dalam masyarakat,

4. Ketidakjelﬁ{an ini, mengakibatkan bagi si anak dalam kehidupan

bermasyarakat, me_nerima ketidakadilan dan juga tidak diakuinya

Hak Azasi Manusia (HAM) yang melekat pada dirinya.

SARAN
1. Agar di masa mendatang mengenai terjadinya anak luar nikah ini
dapat dikurangi dengan jalan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan

kepada 'agaménya.

b2

Peranan para pemuka agama.dalam menjefaskan masalah pérkawinan _
pada umatnya, agar tidak terjadi anak luar nikah.

3. Perlu diadakan koordinasi dengan instansi terkait antara lain kantos
catatan sipil, Depar.temen Agama dan Departemen Kehakim.an untuk
membicarakan lebih mendalam tentang pengesahan anak di luar

nikah,



.

.4. Agar Peraturan Pemerintah tentang kedudukan anak’ luar nikah
sebagaimana ditentuk_an dalam Pasal 43 ayat (2')' UU No. 1| tahun .

1974 tentang Perkawinan seger., dikeluarkan.

LY
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